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ABSTRAK 
 
 
IKA VEBRIANTY RAMADHANY (B111 12 118), Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “TINJAUAN YURIDIS 
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK TERKAIT 
IMPLEMENTASI HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT (Putusan Nomor. 
324/Pid.B/2014/PN.Sgm).” Di bawah bimbingan H. M. Said Karim 
selaku pembimbing I dan Amir Ilyas selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah penerapan 
pidana materiil terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait 
implementasi hak kebebasan berpendapat terhadap Putusan 
No.324/pid.B/2014/PN-Sgm dan Bagaimanakah pertimbangan hukum 
hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait implementasi 
hak kebebasan berpendapat terhadap Putusan No.324/pid.B/2014/PN-
Sgm. 
 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gowa dengan memilih tempat 
penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa, bertujuan untuk 
mendapatkan data primer dan sekunder. Data yang diperoleh melalui 
kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriptif. 
 
Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan ketentuan 
pidana yang dilakukan oleh hakim dalam perkara pidana No. 
324/Pid.B/2014/PN.Sgm adalah berdasarkan hasil penelitian, penulis 
menganggap telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 
2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, dengan melihat asas “lex 
specialis derogat lex generalis”, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan 
yang lebih khusus mengesampingkan aturan umum. Berdasarkan 
penetapan ketentuan hukum oleh hakim, maka hakim dalam putusannya 
menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah 
melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.  
 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pada 
dakwaan Penuntut Umum dan apa yang terbukti di persidangan sesuai 
dengan alat bukti dan barang bukti ditambah dengan keyakinan hakim serta 
didasarkan pada alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan 
terdakwa. 
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ABSTRACT 
 
Ika Vebrianty Ramadhany (B111 12 118), Law Faculty of Hasanuddin 
University, with thesis entitled “Juridical Overview against Defamation 
crime related to Implementation of Rights of Freedom of Opinion 
(Decision No.324/Pid.B/2014/PN.Sgm).” under the guidance of Mr. H. M. 
Said Karim as the first supervisor and Mr. Amir Ilyas as the second 
supervisor.  
This research aims to figure out how the application of material 
criminal against defamation crime related to implementation of rights of 
freedom of opinion toward Decision No. 324/pid.B/2014/PN-Sgm and how 
the legal considerations of judge against defamation crime related to 
implementation of rights of freedom of opinion toward Decision 
No.324/pid.B/2014/PN-Sgm.  
This research was conducted in Gowa district by choosing 
Sungguminasa District Court as a place to study and aim to get the primary 
and secondary data. The data which obtained by research activities were 
qualitatively analyzed and then presented descriptively.  
From the results of this research, it showed that the application of 
criminal provision made by the judge in a criminal case No. 324 / Pid.B / 
2014 / PN.Sgm is based on research results, the writer considers that it is 
in accordance with the accepted legislation provisions, namely under Article 
27 paragraph (3) Act No. 11 of 2008 about information and electronic 
transactions, by looking at "lex specialis derogat lex generalis" principle, 
where this principle says that rules which are more specific override the 
general rule.Based on the determination of legal provisions by the judge, 
the judge in his ruling stated the defendant was legally and convincingly to 
have committed the crime of defamation through social media.  
Judges consideration in giving verdict based on the prosecution 
indictment and what is proven at trial in accordance with the evidence and 
plus with the judge's conviction and based on reasons which burdensome 
and relieve the defendant. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan 
kontribusi yang positif terhadap manusia di era modern ini karena 
mampu meningkatkan kemajuan dan membantu pekerjaan manusia. 
Tetapi di sisi lain teknologi informasi dan komunikasi juga melahirkan 
kontribusi yang negatif, karena dengan meluasnya teknologi 
informasi dan komunikasi ini yaitu salah satunya dengan adanya 
situs internet yang dapat memudahkan manusia untuk mengakses 
data apapun yang seseorang inginkan, sehingga dapat 
menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan 
memanfaatkan situs internet sebagai modus operandinya. Beberapa 
julukan atau sebutan lainnya yang diberikan kepada jenis kejahatan 
baru ini yaitu kejahatan dunia maya.1 Kejahatan dunia maya yang 
dimaksud yaitu penulis mengutip pandangan dari Indra Safitri yang 
menjelaskan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan 
yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi 
tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah 
rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan 
                                                          
1 BardaNawawiArief, 2007, Tindak Pidana Mayantara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 
Hlm.1 
2 
yang tinggi dankredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan 
dan diakses oleh pelanggan internet.2 
Informasi elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menurut 
Pasal 1 yaitu: 
1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data 
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 
gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchnge (EDI), 
surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau 
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau 
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami 
oleh orang yang mampu memahaminya. 
 
Dewasa ini, teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya 
dapat diakses   melalui komputer atau note book, tetapi sudah dapat 
diakses melalui gadget3. Bagian dari kemajuan teknologi informasi 
dan komunikasi ini adalah jejaring sosial. Setiap orang dapat 
berekspresi dan bebas mengeluarkan pendapat, kritik ataupun saran 
melalui akun jejaring sosial yang mereka punya. Namun, ada juga 
beberapa diantaranya yang melakukan perbuatan melawan hukum. 
Misalnya dengan bebasnya mereka berpendapat sehingga terdapat 
kalimat atau kata di akun jejaring sosial tersebut yang menimbulkan 
penghinaan sehingga menganggu hak orang lain, misalnya 
mencemarkan nama baik seseorang. Pencemaran nama baik atau 
                                                          
2 Maskun,  2013, Kejahatan Siber, Kencana, Jakarta, cetakan ke-1, hlm.48 
3 Gadget adalah sebuah istilah dalam bahasa inggris yang berarti perangkat elektronik 
kecil yang memiliki fungsi khusus (dikutip dari http://www.tekno-pedia.com/gadget-dan-
pengertiannya/diakses pada tanggal 17 Oktober 2015 pukul 16.05 WITA) 
3 
penghinaan diatur dalam Pasal 310-321 buku II Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XVI mengenai Penghinaan. Di 
Indonesia menerapkan hukum positif (iusconstitutum).4 
Di negara yang merdeka ini semua orang bebas untuk 
mengeluarkan  pendapat secara lisan ataupun tulisan dan 
sebagainya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat 
di Muka Umum dalam Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa:  
“Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan 
lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” 
 
Kebebasan berpendapat juga telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.Menurut 
Undang-Undang ini, setiap orang berhak berkomunikasi termasuk 
melakukan telekomunikasi yang merupakan hak asasi manusia. 
Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 28F UUD 
1945, yang berbunyi: 
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, 
serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan 
segala jenis saluran yang tersedia”. 
 
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 
tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pengertian telekomunikasi yaitu: 
                                                          
4 Hukum positif (iusconstitutum) yaitu aturan hukum yang berlaku pada saat ini. 
4 
1) Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau 
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, 
isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, 
optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.5 
 
Penulis mengutip pendapat Lawrence M. Friedman yang 
mengemukakan salah satu fungsi sistem hukum yaitu sebagai bagian 
dari sistem kontrol sosial (social control) yang mengatur perilaku 
manusia.6 
Sebebas-bebasnya negara merdeka, hak asasi yang berikan 
kepada setiap orang telah diatur oleh negara secara tertulis tetapi 
tetap dilindungi dan dibatasi oleh Undang-Undang karena apabila 
tidak demikian, akan menimbulkan kesewanang-wenangan yang 
dapat menimbulkan ketidakadilan, dan mengganggu hak asasi orang 
lain.Tindak pidana pencemaran nama baik (penghinaan) tidak jarang 
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui akunjejaring 
sosial yang dimilikinya, tidak jarang kita mendengar pembelaan yang 
disebutkan dengan alasan hak yang dimilikinya untuk mengeluarkan 
pendapatnya tanpa mengetahui bahwa ia melakukan penyimpangan 
hukum yaitu mengganggu hak orang lain. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis 
mengangkat masalah yang terkait dengan pencemaran nama baik 
                                                          
5 Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah RI 
tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kesindo Utama, Surabaya, 
cetakan ke-1 
6 Teguh Prasetyo, Abdul HalimBarkatullah, 2012,  Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, 
Rajawali Pers, Jakarta, hlm.311 
5 
yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana 
Pencemaran Nama Baik Terkait Implementasi Hak Kebebasan 
Berpendapat(Studi Kasus Nomor. 324/Pid.B/2014/PN.Sgm). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis 
mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan pidana materiil terhadap tindak 
pidana pencemaran nama baik terkait implementasi hak 
kebebasan berpendapat terhadap Putusan 
Nomor.324/pid.B/2014/PN.Sgm? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap tindak 
pidana pencemaran nama baik terkait implementasi hak 
kebebasan berpendapat terhadap Putusan 
Nomor.324/pid.B/2014/PN.Sgm? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dari penelitian penulis yaitu: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana 
pencemaran namabaikterkait implementasi hak kebebasan 
berpendapat terhadap Putusan No.324/pid.B/2014/PN-Sgm. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap 
Putusan no. 324/pid.B/2014/PN-Sgm. 
 
D. Manfaat Penelitian  
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: 
6 
1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang 
besar terhadap mahasiswa Fakultas Hukum khususnya 
bagian hukum pidana. 
2. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber inspirasi 
mahasiswa hukum untuk mengkaji lebih dalam kembali 
mengenai penghinaan yang marak terjadi di jejaring sosial. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Tinjauan yuridis berasal dari kata “Tinjauan” dan 
“yuridis”.Tinjauan yuridis berasal dari kata analisa yang artinya 
mempelajari dengan cermat. Analisa berarti perbuatan menganalisa, 
yang dapat diartikan sebagai usaha untuk mengamati secara detail 
sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-
komponen pembentuk atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut.  
Sedangkan yuridis diartikan  sebagai menurut hukum atau yang 
ditetapkan oleh undang-undang. Jadi, Tinjauan yuridis dapat 
diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan 
data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif 
terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-
undang. 
 
B. Tindak Pidana  
1. Pengertian tindak pidana 
Tindak pidana atau strafbaarfeit adalah perbuatan yang 
pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam 
undang-undang, antara lain KUHP. Contohnya, Pasal 338 KUHP 
menentukan bahwa: 
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“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam 
karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas 
tahun.” 
 
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak 
diberikan definisi mengenai tindak pidana atau strafbaarfeit, oleh 
karena itu kebanyakan penulis hukum pidana memberikan pendapat 
mereka masing-masing.7 
2. Pengertian tindak pidana menurut para ahli 
- Menurut Pompe: 
“Tindak pidana adalah suatu tindakan yang menurut sesuatu 
rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan 
yang dapat dihukum.”8 
 
- Menurut D. Simons: 
“Tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam 
dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang 
berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang 
yang mampu bertanggung jawab.”9 
 
- Menurut Moeltanjo: 
“Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan 
tersebut.”10 
 
- Menurut J.E Jonkers: 
“Tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum 
(wedderrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau 
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8 AdamiChazawi, 2013, Pelajaran Hukum Pidana bagian I,Rajawali Pers, 
Jakarta,cetakan ke-7, hlm.72 
9 FransMaramis, Op.Cit., hlm.58.  
10 AdamiChazawi, Op.Cit., hlm.70  
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kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan”. 
 
- Menurut WirjonoProdjodikoro: 
“Tindak pidana adalah “perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman pidana”.11 
 
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari 
dua sudut pandang, yaitu: 
a. Unsur tindak pidana menurut teoritis 
1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana yaitu: 
- Perbuatan; 
- Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
- Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).. 
2) Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, 
yaitu: 
- Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia); 
- Yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan; 
- Diadakan tindakan penghukuman. 
3) Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-
unsur tindak pidana, yaitu: 
- Kelakuan manusia; 
- Diancam dengan pidana; 
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- Dalam peraturan perundang-undangan.  
4) Menurut Jonkers(penganut paham monisme), dapat dirinci 
unsur-unsur tindak pidana, yakni: 
- Perbuatan (yang); 
- Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
- Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
- Dipertanggungjawabkan. 
5) Menurut Schravendijk, unsur-unsur tindak pidana yaitu: 
- Kelakuan (orang yang); 
- Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
- Diancam dengan hukuman; 
- Dilakukan oleh orang (yang dapat); 
- Dipersalahkan/kesalahan.12 
b. Unsur tindak pidana dalam Undang-Undang 
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, 
dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu: 
1) Unsur tingkah laku; 
Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif 
atau positif, juga disebut perbuatan materiil (materieelfeit) dan 
tingkah laku pasif atau negatif. 
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Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk 
mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan 
atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh. 
Tingkah laku pasif adalah suatu bentuk tingkah laku yang 
melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang 
seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu harus 
melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, 
seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban 
hukumnya. 
2) Unsur melawan hukum; 
Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau 
terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut 
dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) 
dan dapat bersumber pada masyarakat.13 
3) Unsur kesalahan; 
Kesalahan (schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau 
gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai 
perbuatan.Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin 
pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan 
akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si 
pelaku.Istilah kesalahan (schuld) dalam hukum pidana 
berhubungan dengan pertanggung jawaban, atau mengandung 
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beban pertanggung jawaban pidana, yang terdiri dari 
kesengajaan (dolus atau opzet) dan kelalaian (culpa).14 
 
4) Unsur keadaan yang menyertai; 
Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana 
berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana 
perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam 
kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut: 
a) Unsur keadaan yang menyertai mengenai cara melakukan 
perbuatan; 
Unsur keadaan yang menyertai yang berupa cara melakukan 
perbuatan, berarti cara itu melekat pada perbuatan yang 
menjadi unsur tindak pidana. 
b) Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan; 
Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan bukan 
berupa cara berbuat, melainkan untuk dapat melakukan 
perbuatan yang menjadi larangan dalam tindak pidana, 
terlebih dulu harus dipenuhinya cara-cara tertentu agar 
perbuatan yang menjadi larangan itu dapat diwujudkan. 
c) Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana; 
Keadaan yang menyertai mengenai objek tindak pidana 
adalah semua keadaan yang melekat pada atau mengenai 
objek tindak pidana. 
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d) Unsur keadaan yang menyertai mengenai subjek tindak 
pidana; 
Unsur ini adalah segala keadaan diri subjek tindak pidana, 
baik yang bersifat objektif maupun subjektif. 
e) Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya 
tindak pidana; 
Unsur ini adalah mengenai segala keadaan mengenai tempat 
dilakukannya tindak pidana. 
f) Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya 
tindak pidana; 
Unsur ini adalah mengenai waktu dilakukannya tindak pidana, 
yang dapat berupa syarat pemberatan pidana maupun yang 
menjadi unsur pokok tindak pidana.15 
5) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan.Tindak 
pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut 
pidana jika ada pengaduan dari yang berhak 
mengadu.Pengaduan memiliki substansi yang sama dengan 
laporan, perbedaanya hanya: (1) dapat dilakukan oleh yang 
berhak mengadu saja, yakni korban kejahatan, atau wakilnya 
yang sah (menurut Pasal 72 KUHP); dan (2) pengaduan 
diperlukan hanya terhadap tindak pidana aduan saja.  
6) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
                                                          
15 Ibid, hlm.103-106 
14 
Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan 
unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak 
pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.Unsur syarat 
tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur 
pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana 
tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini. 
7) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur 
keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan 
dilakukan, yang menentukan untuk dapat 
dipidananyaperbuatan.Artinya, jika setelah perbuatan dilakukan 
keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak 
bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat 
dipidana.Sifat melawan hukumnya dan patutnya dipidana 
perbuatan itu sepenuhnya digantungkan pada timbulnya unsur 
ini. 
8) Unsur objek hukum tindak pidana; 
Unsur mengenai objek pada dasarnya adalah unsur kepentingan 
hukum (rechtsbelang) yang harus dilindungi dan dipertahankan 
oleh rumusan tindak pidana. Dalam setiap rumusan tindak pidana  
selalu ada kepentingan hukum yang dilindungi. 
 
9) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
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Dibentuknya rumusan tindak pidana pada umumnya ditujukan 
pada setiap orang, artinya dibuat untuk diberlakukan pada semua 
orang.Rumusan tindak pidana seperti ini dimulai dengan kata 
“barangsiapa” (bij die), atau pada tindak pidana khusus kadang 
dengan merumuskan “setiap orang”.Tetapi ada beberapa tindak 
pidana dirumuskan dengan tujuan hanya diberlakukan pada 
orang tertentu saja. Dalam tindak pidana yang dimaksudkan 
terakhir ini, dalam rumusannya secara tegas kepada siapa norma 
hukum tindak pidana diberlakukan. Kepada orang-orang tertentu 
yang mempunyai kualitas atau yang memenuhi kualitas tertentu 
itulah yang dapat diberlakukan rumusan tindak 
pidana.Unsurkualitas subjek hukum tindak pidana adalah 
unsurkepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan. 
10) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
Unsur ini diletakkan pada rumusan suatu tindak pidana tertentu 
yang sebelumnya telah dirumuskan. Ada dua macam unsur 
syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur syarat 
tambahan yang bersifat objektif, misalnya terletak pada nilai atau 
harga objek kejahatan secara ekonomis, apabila nilai ekonomis 
objek kejahatan adalah kurang dari Rp. 250,- dan objek tersebut 
bukan berupa ternak. Yang kedua unsur syarat tambahan yang 
bersifat subjektif, artinya faktor yang meringankan itu terletak 
pada sikap batin si pembuatnya, yaitu apabila tindak pidana 
16 
dilakukan karena ketidaksengajaan atau culpa, misalnya “karena 
kealpaannya”.16 
Dari ke-11 unsur tersebut, terdapat dua unsur subjektif, yaitu 
kesalahan dan melawan hukum.sedangkan selebihnya merupakan 
unsur objektif. 
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Pembagian jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut: 
a. Berdasarkan perumusannya 
Delik formil dan delik materiil17;Delik formil (formeeldelict) 
adalah tindak pidana yang yang dirumuskan sedemikian rupa 
sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu 
adalah melakukan suatu perbuatan tertentu.18 
Delik materiil (materiel delict)adalah delik yang dianggap telah 
selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam 
dengan hukuman oleh undang-undang. 
b. Berdasarkan cara melakukannya 
DelikOmisi (delik pasif/negatif) dan Delik Komisi (delik 
aktif/positif).Suatu tindak pidana itu dapat terdiri dari suatu 
pelanggaran terhadap suatu larangan atau dapat juga terdiri dari 
suatu pelanggaran terhadap suatu keharusan. 
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Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya 
berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk 
mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh 
orang yang berbuat. 
Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif 
murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. 
1) Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan 
secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-
mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. 
2) Tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang 
pada dasarnya berupa tindak pidana positif, atau tindak pidana 
yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan 
dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu 
benar-benar timbul.19 
c. Berdasarkan kesalahannya 
Opzettedelictendanculpoozedelicten(delik opzet dan delik 
culpa).Opzettedelictenatau delik-delik yang oleh pembentuk undang-
undang telah disyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan 
“dengan sengaja”. 
Cuppoozedelictenyakni delik-delik yang oleh pembentuk 
undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik tersebut cukup 
terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum. 
d. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi 
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Maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat 
tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu 
peraturan perundang-undangan. 
Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan 
negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara 
(Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran 
tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap 
penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan 
hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana 
seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV 
KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan 
seterusnya. 
e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan 
Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu 
larangandibedakan menjadi,Tindak Pidana Tunggal dan Tindak 
Pidana Berangkai.Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya 
tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu 
kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP 
adalah berupa tindak pidana tunggal. 
Tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai 
selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara 
berulang. 
f. Berdasarkan perlu tidaknya aduan dalam penuntutan 
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Berdasarkan perlu tidaknya aduan dalam penuntutan 
dibedakan menjadi,Klachtdelicten dan gewonedelicten(delik aduan 
dan delik biasa).Klechtdelicten atau delik aduan adalah pada 
kejahatan terdapat sejumlah tindak pidana yang hanya dapat 
dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang 
dirugikan.Sedangkangewonedelicten atau delik biasa adalah tindak 
pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu 
pengaduan.20 
g. Berdasarkan sumbernya 
Menurut sistem KUHP dibedakan antara kejahatan yang 
dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku 
III.Alasan pembeda antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis 
pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan.Misalnya ancaman 
pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana 
penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan 
kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. 
Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan 
delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut: 
1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang 
merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang 
melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik 
pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut. 
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2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak 
dipidana. 
3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah 
umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.21 
h. Berdasarkan sudut subjek hukum, 
Berdasarkan sudut subjek hukum, digolongkan menjadi Delik 
communia dan Delik propria.Delicta Acommunia adalah delik-delik 
yang dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan delictapropria 
adalah delik-delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang 
yang mempunyai sifat-sifat tertentu, misalnya sifat-sifat pegawai 
negeri, sebagai nakoda ataupun sebagai anggota militer. 
i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan 
Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, 
dibedakan menjadi:Delik sederhana, Delik dengan pemberatan, dan 
Delik dengan keadaan yang meringankan.Eenvoudigedelictenatau 
delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok seperti 
yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-
undang.Gequalificeerdedelictenatau delik dengan pemberatan 
adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena 
didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka 
hukuman yang diancamkan menjadi 
diperberat.Gepriviligieerdedelictenatau delik dengan keadaan yang 
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meringankan adalah delik-delik dalam bentuk pokok, yang karena 
didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan, maka 
hukuman yang diancamkan menjadi diperingan.22 
 
C. Pemidanaan  
1. Teori pemidanaan 
Mengenai teori-teori pemidanaan berhubungan langsung 
dengan pengertian hukum subjektif tersebut.Teori-teori ini mencari 
dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam 
menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.Ada berbagai 
macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun 
dikelompokkan ke dalam tiga golonganyaitu: 
a. Teori absolut atau teori pembalasan 
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang 
telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.Pidana 
merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan 
kepada orang yang melakukan kejahatan.Jadi, dasar pembenaran 
dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu 
sendiri.Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari 
pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan 
keadilan” sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan 
adalah sekunder. 
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Menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. 
Kant memandang pidana sebagai “KategorischeImperatief”, yakni 
seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan 
kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai 
suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan. 
Salah seorang tokoh lain dari penganut teori absolut yang 
terkenal yaitu Hegel, berpendapat bahwa pidana merupakan 
keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena 
kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara 
yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana 
merupakan “Negation der Negation” yaitu peniadaan atau 
pengingkaran terhadap pengingkaran. 
b. Teori relatif atau teori tujuan 
Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan 
tuntutan absolut dari keadilan.Pembalasan itu sendiri tidak 
mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi 
kepentingan masyarakat. 
1) Menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori 
perlindungan masyarakat”. 
2) Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran 
reduktif karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah 
untuk mengurangi frekuensi kejahatan. 
Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau 
pengimbalankepada orang yang telah melakukan suatu tindak 
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pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang 
bermanfaat.Oleh karena itu, teori ini sering juga disebut dengan teori 
tujuan.Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini 
adalah terletak pada tujuannya.Pidana dijatuhkan bukan karena 
orang membuat kesalahan melainkan supaya orang jangan 
melakukan kejahatan. Adapun ucapan yang terkenal dari Seneca 
seorang filosof Romawi, yaitu tidak seorang normal pun dipidana 
karena telah melakukan suatu perbuatan jahat, tetapi ia dipidana 
agar tidak ada perbuatan jahat.  
Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, 
biasa dibedakan antara istilah prevensi spesial dan 
prevensigeneral.Denganprevensi spesial dimaksudkan pengaruh 
pidana terhadap terpidana.Jadi, pencegahan kejahatan itu ingin 
dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana 
untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.Denganprevensi general 
dimaksudkan dengan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada 
umumnya.Artinya, pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh 
pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat 
pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.23 
c. Teori gabungan 
                                                          
23 Muladi, BardaNawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, Cetakan 
ke-4, hlm.10-16 
24 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas 
pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan 
kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori 
gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu: 
1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu 
dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. 
Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada 
pembalasan ini didukung oleh Pompe, yang berpandangan 
bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, 
tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum 
agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari 
kejahatan. Pakar hukum pendukung teori gabungan pertama ini 
ialah Zevenbergen, yang berpandangan bahwa makna setiap 
pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud 
melindungi tata tertib hukum sebab pidana itu adalah 
mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan 
pemerintahan. Oleh karena itu, pidana baru dijatuhkan jika 
memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib 
hukum itu. 
2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak 
boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan 
terpidana.MenurutSimmons, dasar primer pidana adalah 
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pencegahan umum, dasar sekundernya adalah pencegahan 
khusus. Pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum 
yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-
undang.Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam 
hal pencegahan umum itu, maka barulah diadakan pencegahan 
khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki 
dan membikin tidak berdayanya penjahat.Menurut Thomas 
Aquino, dasar pidana itu adalah kesejahteraan umum. Untuk 
adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, 
dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan 
yang dilakukan dengan sukarela.Pidana yang dijatuhkan pada 
orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan 
sukarela inilah bersifat pembalasan.Sifat membalas dari pidana 
merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari 
pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan 
dan perlindungan tata tertib masyarakat.Pendukung teori ini yang 
lain adalah Vos, yang berpandangan bahwa daya menakut-
nakuti dari pidana tidak hanya terletak pada pencegahan umum 
yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada 
penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim. Pencegahan 
khusus yang berupa memenjarakan terpidana masih disangsikan 
efektivitasnya untuk menakut-nakuti.Alasannya ialah bahwa 
seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk 
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penjara.Oleh karena itu, diragukan apakah suatu pidana yang 
dijatuhkan menurut pencegahan khusus dapat menahan 
seseorang yang pernah dipidana untuk tidak melakukan 
kejahatan lagi.Dikatakan pula oleh Vos, bahwa umum anggota 
masyarakat memandang bahwa penjatuhan pidana adalah suatu 
keadilan.Oleh karena itu, dapat membawa kepuasan 
masyarakat.Mungkin tentang beratnya pidana, ada perselisihan 
paham, tetapi mengenai faedah atau perlunya pidana, tidak ada 
perbedaan pendapat.Umumnya penjatuhan pidana dapat 
memuaskan perasaan masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu 
dapat berfaedah yakni terpidana lalu menyegani tata tertib dalam 
masyarakat.24 
2. Jenis-jenis Pidana dan Pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana  
a. Pidana pokok: 
1) Pidana mati 
Di dalam rancangan KUHPidana mati disebut bersifat khusus, 
pidana mati adalah pidana yang terberat.Walaupun pidana mati 
dicantumkan dalam undang-undang, namun harus dipandang 
sebagai tindakan darurat atau noodrecht. Oleh karena itu, dalam 
KUHP kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati 
                                                          
24AdamiChazawi,  2011, Pelajaran Hukum Pidana 1, Rajawali Pers, Jakarta, cetakan ke-6, 
hlm.166 
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hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat 
berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti: 
a) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara 
(Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 
129 KUHP); 
b) Pembunuhan dengan berencana (Pasal 130 ayat (3), Pasal 
140 ayat (3), Pasal 340 KUHP); 
c) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/ faktor 
yang memberatkan (Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat 
(2) KUHP); 
d) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai 
(Pasal 444 KUHP). 
Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang 
sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan 
pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan 
kemanusiaan. 
2) Pidana penjara 
Pidana penjara merupakan pidana terberat kedua setelah pidana 
mati. Lama pidana penjara bisa seumur hidup dan dapat selama 
waktu tertentu. Pidana selama waktu tertentu, minimum (paling 
pendek) adalah satu hari dan maksimum (paling lama) lima belas 
tahun. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak 
boleh lebih dari dua puluh tahun.Hal ini hendaknya benar-benar 
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diperhatikan oleh pihak yang berwenang memutus perkara.Untuk 
menghindari kesalahan fatal ini para penegak hukum harus 
benar-benar mengindahkan atau memperhatikan asas-asas dan 
peraturan-peraturan dasar yang telah ditetapkan oleh 
perundang-undangan pidana kita, yaitu batas maksimum 
penjatuhan pidana. 
3) Pidana kurungan 
Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana 
penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan 
kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan 
bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang 
tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. 
Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan 
dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) 
KUHP, bahwa: 
1) Perbandingan berat ringannya pidana pokok ditentukan 
menurut urutan-urutan dalam Pasal 10. 
 
KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. 
Lama hukuman pidana kurangan adalah sekurang-kurangnya 
satu hari dan paling lama satu tahun, sebagaimana dijelaskan 
dalam Pasal 18 KUHP, yaitu: 
(1) Lamanya hukuman kurungan (hechtenis) serendah-
rendahnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun. 
(2) Hukuman itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun 
empat bulan dalam hal dimana hukuman ditambah lantaran 
ada beberapa kejahatan yang dilakukan berulang-ulang, atau 
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karena hal yang ditentukan pada Pasal 52 tempo yang satu 
tahun itu dilampaui. 
(3) Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih lama dari satu tahun 
empat bulan. 
 
4) Pidana denda 
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua 
dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana 
denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana 
denda tersebut oleh hakim atau pengadilan untuk membayar 
sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu 
perbuatan yang dapat dipidana. Dalam rancangan KUHP, pokok-
pokok pidana denda yang dimaksud adalah: 
a. Kategori I, seratus lima puluh ribu rupiah; 
b. Kategori II, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; 
c. Kategori III, tiga juta rupiah; 
d. Kategori IV, tujuh juta lima ratus ribu rupiah; 
e. Kategori V, tiga puluh juta rupiah; 
f. Kategori VI, tiga ratus juta rupiah.25 
5) Pidana tutupan 
Pidana pokok yang ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP 
melalui UU No. 20 Tahun 1946 yaitu pidana tutupan.Yang 
dimaksud dengan pidana tutupan sebagaimana tertuang dalam 
Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa: 
                                                          
25 BambangWaluyo, 2014, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-
4, hlm.20 
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“Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang 
diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud 
yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan”. 
 
Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan 
apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu adalah 
sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana 
penjara lebih tepat. 
Tempat dan menjalani pidana tutupan serta segala sesuatu yang 
perlu untuk melaksanakan UU No. 20 Tahun 1946 diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948, yang 
dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan. 
Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 
1984 tersebut, dapat diketahui bahwa narapidana tutupan itu 
lebih banyak mendapatkan fasilitas dari pada narapidana 
penjara. Hal ini disebabkan karena orang yang dipidana tutupan 
itu tidak sama dengan orang-orang yang dipidana penjara. 
Tindak pidana yang didorong oleh maksud yang patut dihormati. 
b. Pidana tambahan: 
1) Pencabutan hak-hak tertentu 
Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak 
berarti hak-hak terpidana dapat dicabut.Pencabutan tersebut 
tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil 
(perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. Menurut Vos, 
pencabutan hak-hak tertentu adalah suatu pidana di bidang 
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kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, 
pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal, yaitu: 
a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan 
keputusan hakim; 
b) Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu 
menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim. 
Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu 
apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan 
pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan.Tindak pidana 
yang diancam dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan 
dalam Pasal 317, Pasal 318, Pasal 334, Pasal 347, Pasal 348, 
Pasal 350, Pasal 362, Pasal 363, Pasal 365, Pasal 372, Pasal 
374, dan Pasal 375 KUHP.Hak-hak yang dapat dicabut telah 
diatur dalam Pasal 35 KUHP.Sedangkan berapa lama 
pencabutan-pencabutan hak-hak tertentu itu dapat dilakukan 
oleh Hakim telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP. 
2) Perampasan barang-barang tertentu 
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya 
dengan pidana denda.Pidana perampasan telah dikenal sejak 
lama.Para kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana 
perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud 
mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kasnya. 
Kemudian pidana perampasan muncul dalam Wvs Belanda, dan 
berdasarkan konkordasi dikenal pula dalam KUHP yang 
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tercantum dalam Pasal 39. Barang-barang yang dapat dirampas 
menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, yaitu: 
a) Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena 
kejahatan, misal uang palsu; 
b) Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan 
untuk melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misal 
pisau yang digunakan terpidana untuk membunuh.  
Untuk pelaksanaan pidana perampasan barang apabila barang 
tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, dan bukan untuk 
dimusnahkan terdapat dua kemungkinan pelaksanaan, yaitu 
apakah pada saat putusan dibacakan: (1) barang tersebut telah 
terlebih dahulu diletakkan dibawah penyitaan, atau (2) atas 
barang tersebut tidak dilakukan sita. 
3) Pengumuman putusan hakim 
Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim antara 
lain dapat diputuskan oleh hakim bagi para pelaku dari tindak 
pidana yang telah diatur dalam Pasal 127, Pasal 204, Pasal 205, 
Pasal 359, Pasal 360, Pasal 372, Pasal 375, dan seterusnya 
KUHP. 
Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu 
publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari 
pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, 
hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman 
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tersebut, misalnya melalui surat kabar, papan pengumuman, 
radio, televisi, dan pembebanan biayanya ditanggung terpidana. 
 
D. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik  
1. Pengertian  pencemaran nama baik 
Pencemaran nama baik biasa disebut dengan tindak pidana 
terhadap kehormatan karena mengandung unsur 
“penghinaan”.Pembuat undang-undang, sejak semula bermaksud 
melindungi: 
a. Kehormatan (eer) 
b. Nama baik (goedenaam) 
Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi 
kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan 
dan nama baik menjadi hak seseorang atau merupakan hak asasi 
setiap manusia. Pencemaran nama baik merupakan salah satu 
bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai 
mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang 
mengatakan pencemaran nama baik, namun ada yang mengatakan 
sebagai penghinaan. Dalam hal pencemaran nama baik atau 
penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang 
untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama 
baiknya di mata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan 
kejahatan yang berat. 
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Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan 
dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia.Demikian pula 
sebagai Negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum, 
dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka.Indonesia mengakui 
bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan 
dan tulisan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers 
merupakan hak-hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh 
lapisan masyarakat dan sekaligus sebagai dasar dari tegaknya pilar 
demokrasi.Tanpa adanya kebebasan berbicara, masyarakat tidak 
dapat menyampaikan gagasan-gagasan dan tidak bisa mengkritisi 
pemerintah.Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik 
dalam pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu 
pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan 
terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang 
memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang 
terhormat.Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori 
menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan 
masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Rasa 
kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau 
dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan 
merasa tersingung atau tidak.  
Menurut Pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian 
yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”.Kehormatan 
yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang 
dicemarkan.Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan 
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dalam lapangan seksuil tidak termasuk dalam kejahatan penghinaan, 
melainkan termasuk dalam kejahatan kesopanan atau kejahatan 
kesusilaan.26 
Sebagaimana diketahui umum, bahwa hukum merupakan 
pengaturan dan perlindungan kepentingan manusia. Oleh karena itu, 
kehormatan atau nama baik seseorang merupakan kepentingan 
manusia yang mendapatkan perlindungannya dalam hukum baik 
secara pidana maupun perdata. Dengan demikian nama baik dan 
kehormatan pada prinsipnya merupakan hak asasi manusia. Namun 
tidak dengan mudah seseorang dianggap telah menyerang 
kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan dan nama baik 
bersifat subjektif dari rasa harga diri masing-masing batin individu tidak 
sama satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, maka unsur-unsur 
lain dari suatu perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik 
perlu dipenuhi, seperti unsur kesengajaan berupa kehendak 
melakukan tindakan menghina, dan adanya unsur tindakan 
penghinaan tersebut ditujukan untuk diketahui oleh umum.27 
Menurut ResaRaditio, dalam bukunya memasukkan 
pencemaran nama baik/penghinaan ini sebagai tindakan Cyber 
Crime,28 karena telah melanggar ketentuan delik umum pidana seperti 
                                                          
26 R. Soesilo, hlm.225 
27LedenMarpaung,  2010, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm.7 
28 Cyber Crime merupakan kejahatan telematika atau kegiatan yang memanfaatkan 
komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi, menggunakan 
jalur telepon, atau wireless system yang menggunakan antena khusus nirkabel. 
(Maskun, 2013, KejahatanSiber, Kencana, cetakan ke-1, hlm.45). 
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dalam Pasal 331 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus pencemaran 
nama baik dengan menggunakan media internet.29 
Di dalam dokumen PBB dalam kongres PBB X/2000, 
cybercrime meliputi kejahatan yang dilakukan: 
a. Dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem atau jaringan 
komputer; 
b. Di dalam sistem atau jaringan komputer; dan 
c. Terhadap sistem atau jaringan komputer.30 
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 
Pencemaran nama baik terbagi atas dua, yaitu pencemaran 
nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. 
Menurut Oemar Seno Adji dalam bukunya, pencemaran nama baik 
dikenal dengan istilah penghinaan, dibagi atas: 
a. Penghinaan materiil 
Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi 
pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun 
secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari 
pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan.Masih 
ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut 
dilakukan demi kepentingan umum. 
 
                                                          
29 ResaRaditio, 2014, Aspek Hukum Transaksi Elektronik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 
cetakan ke-1,hlm.26 
30BardaNawawiArief,  2007, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime 
di Indonesia, Rajawali Pers,  Jakarta, hlm.8 
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b. Penghinaan formil 
Dalam hal ini menjelaskan tentang bagaimana pernyataan 
tersebut dikeluarkan.Pada umumnya cara untuk menyatakannya 
adalah dengan cara kasar dan tidak objektif.  
Penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan 
dari korban, istilah tersebut dikenal dengan delik aduan.Kecuali jika 
penghinaan ini dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada 
waktu sedang menjalankan tugasnya secara sah.Dalam KUHP 
merupakan delik formil dan delik materiil, sedangkan dalam Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan 
delik materiil saja. 
3. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik 
Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai 
penghinaan, yaitu: 
“Barangsiapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik 
seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan 
dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan 
manista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan 
atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”. 
Maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 
a. dengan sengaja; 
b. menyerang kehormatan atau nama baik orang lain; 
c. menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dan 
d. dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.  
Penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Dengan sengaja 
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Menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja termasuk unsur 
subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan artinya pelaku 
mengetahui perbuatannya, pelaku menyadari mengucapkan kata-
katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau 
nama baik orang lain. Dalam hal ini, si pelaku menyadari atau 
mengetahui bahwa kata-kata itu diucapkan dan mengetahui bahwa 
kata-kata tersebut merupakan kata-kata “menista”, bahwa si pelaku 
bukan mempunyai niat untuk menghina atau menista, 
tidakmerupakan bagian dari dolus dan opzet. Lain halnya kalau 
pelaku mengucapkan kata-kata tersebut dalam keadaan mabuk atau 
dalam keadaan bermimpi, karena pelaku dalam kedua hal tersebut 
berbuat tanpa kesadaran yang wajar. 
b. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain 
Kata menyerang yang dimaksud bukan berarti menyerbu 
melainkan dalam arti melanggar.Kata “nama baik” dimaksudkan 
sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada 
seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya. 
c. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu 
Kata “perbuatan tertentu” dalam arti bahwa perbuatan yang 
dituduhkan tersebut dinyatakan jelas, baik tempat maupun 
waktunya.Jika tidak jelas disebut waktu dan tempat perbuatan 
tersebut maka perbuatan pelaku tersebut adalah penghinaan biasa 
(ringan). 
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d. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum 
Unsur ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan 
karena harus dapat dibuktikan “maksud nyata untuk 
menyiarkan”.Khusus terhadap pembuktian, diperlukan kehati-hatian 
karena jika tuduhan akan perbuatan tersebutberupa gosip dari mulut 
ke mulut dan tidak didengar orang lain, maka sulit untuk dilakukan 
pembuktian. 31 
  
                                                          
31LedenMarpaung, 2010, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm.10-12 
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4. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur tentang 
Pencemaran Nama Baik 
a. Menurut KUHP 
Dalam KUHP Bab XVI Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 
mengatur tentang unsur penghinaan, dimana penghinaan yang 
dimaksud salah satunya yaitu pencemaran nama baik.  
b. Menurut Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik 
Dalam undang-undang ini, pencemaran nama baik diatur 
dalam Bab VII mengenai perbuatan yang dilarang terdapat pada 
Pasal 27 ayat (3) yaitu: 
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik. ” 
 
E. Jejaring Sosial 
1. Pengertian Jejaring Sosial 
Jejaring sosial atau social network adalah bentuk struktur 
sosial yang terdiri dari simpul-simpul yang saling terkait oleh satu 
atau lebih tipe hubungan yang spesifik.Simpul-simpul yang 
dimaksudkan disini dapat berupa individu maupun organisasi. 
Istilah jejaring sosial pertama kali diperkenalkan oleh 
Professor J.A Barnes pada tahun 1945.Jejaring sosial tersebut 
membuat seseorang yang memiliki kesamaan sosialitas, mulai dari 
seseorang yang telah dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga 
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bisa saling berhubungan32.Salah satu contoh jejaring sosial yaitu 
aplikasi Line. 
2. Pengertian Line 
Line merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk 
kegiatan berkirim pesan (messenger/chatting) secara gratis di 
perangkat smartphone.Namun, aplikasi Line juga bisa disebut 
sebagai aplikasi jejaring sosial karena di dalamnya terdapat fitur 
timeline sebagai wadah untuk berbagi status, pesan suara, video, 
foto, kontak dan informasi lokasi.33 
 
F. Hak 
1. Pengertian Hak 
Hak merupakan segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh 
setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.34Salah 
satu contoh hak yang dimiliki seseorang sebelum lahir atau sejak 
berada dalam kandungan yaitu hak asasi manusia. 
2. Pengertian Hak Asasi Manusia 
Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang tidak dapat 
dicabut, yang mana karena ia merupakan seorang manusia. 35 
                                                          
32 https://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosialdiakses pada tanggal 19 Oktober 2015 pukul 
19.31 WITA 
33 http://www.ardilas.com/2014/10/apakah-itu-aplikasi-messenger-chatting-pesan-line-
pengertian-arti-maksud-adalah-kata-android.htmldiakses pada tanggal 19 Oktober 
2015 pukul 19.34 WITA 
34 https://id.wikipedia.org/wiki/Hakdiakses pada tanggal 19 Oktober 2015 pukul 19.40 
WITA 
35 https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusiadiakses pada tanggal 19 Oktober pukul 
20.15 WITA 
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G. Kebebasan Berpendapat  
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka 
Umum, dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: 
“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga 
negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan 
sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ” 
 
Kebebasan berpendapat juga diatur dalam UUD 1945 Pasal 
28E ayat (3) yang berbunyi: 
“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 
mengeluarkan pendapat”.  
 
Di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang 
Pers juga menjelaskan bahwa: 
(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.  
(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, 
pembredelan atau pelarangan penyiaran.  
 
Menurut undang-undang ini, dalam Pasal 6 huruf (d), pers 
mempunyai peranan sebagai berikut: 
“Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal 
yang berkaitan dengan kepentingan umum”. 
 
 
H. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Dalam penjelasan umum (Pembukaan) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) tercantum 
antara lain: 
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“Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan 
kekuasaan belaka”. 
 
Di dalam batang tubuh UUD 1945 dicantumkan hak-hak 
warga negara dan kekuasaan kehakiman.Pengertian kekuasaan 
kehakiman menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, dalam 
Pasal 1 menyatakan bahwa: 
“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara 
Hukum Republik Indonesia”. 
 
Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam 
undang-undang tentang kedudukan para hakim.36 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat 
dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 
1. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan 
hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap 
dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal 
yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud, yakni: 
a. Dakwaan jaksa penuntut umum 
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena 
berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.Dakwaan 
selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak 
                                                          
36 LedenMarpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan 
ke-2, hlm.1 
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pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak 
pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim 
adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan pengadilan.  
b. Keterangan terdakwa 
Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa 
di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui 
sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga 
merupakan jawaban atas pernyataan atas pertanyaan hakim, jaksa 
penuntut umum ataupun dari penasihat hukum. 
c. Keterangan saksi 
Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti 
sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang 
ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus 
disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat 
sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu 
dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. 
d. Barang-barang bukti 
Pengertian barang bukti adalah semua benda yang dapat 
dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan 
sidang pengadilan, yang meliputi: 
1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau 
sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil 
tindak pidana; 
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2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan 
tindak pidana atau untuk mempersiapkan; 
3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan 
tindak pidana; 
4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana 
yang dilakukan.  
e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana 
Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana 
itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa.Dalam hal ini, 
penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan 
memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan 
terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan 
dalam pasal peraturan hukum pidana. 
2. Pertimbangan sosiologis 
Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang 
menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, 
kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung dalam 
masyarakat. Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 
1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim 
mempertimbangkan: 
1. Kesalahan terdakwa; 
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
3. Cara melakukan tindak pidana; 
4. Sikap batin membuat tindak pidana; 
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5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku; 
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana; 
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku; 
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban 
atau keluarga.  
Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, 
asas-asas dan keyakinan-keyakinan yang berlaku dalam 
masyarakat.Karena itu pengetahuan tentang sosiologis dan 
psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.37 
  
                                                          
37 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38028/Chapter%20ll.pdfdiakses pada 
tanggal 29 Oktober pukul 15.38 WITA 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam penulisan Skripsi ini Penulis melakukan penelitian di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa yang beralamat di 
Jl.UsmanSalengke No.103, Kabupaten Gowa dan tempat yang 
menyediakan bahan pustaka guna untuk memudahkan Penulis 
untuk menyelesaikan pembahasan dalam penulisan ini yaitu di 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu: 
1. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung di 
lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Sungguminasa yang 
diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber.  
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan mempelajari 
dan meneliti dokumen.  Dokumen yang dimaksud yaitu Putusan 
Negeri Sungguminasa, Berita Acara Persidangan, Surat 
Dakwaan.  
  
48 
C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Metode Penelitian Pustaka  
Penelitian pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan 
sejumlah data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-
buku dan dokumen-dokumen perkara serta peraturan-peraturan 
yang berhubungan dengan penelitian ini. 
2. Metode Wawancara (interview) 
Penelitian dengan teknik wawancara dilakukan dengan cara 
melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun 
yang menangani kasus ini, antara lain Hakim di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa yang memutus perkara ini, serta pihak lain yang turut 
andil dalam terjadinya tindak pidana ini.  
 
D. Tinjauan Data 
Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan 
ditinjau secara kualitatif, kemudian data tersebut diuraikan secara 
deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara 
jelas guna untuk menjawab permasalahan yang Penulis teliti. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak 
Pidana  Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam 
Putusan No.  324/Pid. B/2014/PN. SGM.  
Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya, terdiri atas 
hukum pidana materil dan hukum pidana formil. 
Hukum pidana materil merupakan isi atau substansi hukum pidana 
itu sendiri yang bermakna abstrak atau dalam keadaan diam, 
sedangkan hukum pidana formil bersifat nyata atau konkret, hukum 
pidana dalam keadaan bergerak, atau dijalankan atau berada dalam 
suatu proses. 38 
Sebelum Penulis menguraikan lebih jauh mengenai penerapan 
hukum pidana materil dalam kasus putusan 
No.324/Pid.B/2014/PN.Sgm, Penulis akan menguraikan posisi kasus 
tersebut terlebih dahulu.  
1. Posisi Kasus 
 Berawal dari percakapan grup Line Messenger antara 
terdakwa dan rekannya yang tergabung dalam grup IKA-SALIS 99 
yang beranggotakan 7 (tujuh) orang.  Terdakwa FADHLI RAHIM, S. 
                                                          
38 Andi Zainal Abidin Dkk,2010, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, Yarsif Watampone, 
Jakarta, Hal. 3. 
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Sos pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 pukul 14. 00 Wita atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014. 
Bahwa awalnya terdakwa FR dengan menggunakan nama ATEX 
bergabung dalam sebuah grup IKA SALIS 99 pada media social 
LINE dan di dalam grup tersebut beranggotakan diantaranya 
ACCUNG, UCU, NINING, ASNI, DILLA DAN PAPPI, dimana tujuan 
grup pada media social LINE tersebut dibuat bertujuan untuk 
menjalin silaturahmi antar anggota atau teman-teman alumni SALIS, 
namun demikian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut 
diatas terdakwa secara sadar dan tanpa hak menyampaikan / 
menulis kalimat atau berkata pada media sosial LINE tersebut yang 
ditujukan kepada ICHSAN YASIN LIMPO, S. H. ,M. H selaku Bupati 
Kab.  Gowa dengan kalimat / perkataan “saya setuju Gowa tidak 
tidak inovatif, money oriented, power legacy…. arrrrhhhh…. . 
tenakabajikang, jai jai investor andak jadi proyekka”, yang kedua 
“kalau yang bilang Bupati Gowa bagus, kalau bukan keluarganya, 
antek-anteknya, paling orang suka ngisap/penjilat…. . puehhh serta 
beuhhhh… telatkopiisudahmikuscreen shoot baru ku print, besok 
kupajang di lobi Kantor Bupati, sakasi tag line Gowa diambang 
badai”.  
Berdasarkan hal-hal tersebut, IchsanYasinLimpo,S. H. ,M. H selaku 
Bupati Gowa merasa keberatan dan meminta saksi PAHARUDDIN 
WARELLA untuk mengantarkan surat kepada Kapolres yang isinya 
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bahwa ia keberatan dengan kata-kata di grup line yang merupakan 
penghinaan yang menyerang nama baik korban 
IchsanYasinLimpo,S. H. ,M. H selaku Bupati Gowa.  
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana 
pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa FADHLI 
RAHIM, S. Sos yang dibacakan dipersidangan dihadapan Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai berikut: 
KESATU: 
Bahwa perbuatan terdakwa FADHLI RAHMAN,S. Sos Bin ABD.  
RAHIM HANAPI, pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekitar pukul 
14. 00 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 
2014, bertempat di Kantor Pemda Gowa di Jalan Masjid Raya Kel.  
Sungguminasa Kec. SombaOpu Kab. Gowa atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan 
Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili 
perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya 
informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki 
muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, yang 
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara 
sebagai berikut: 
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- Bahwa awalnya terdakwa dengan menggunakan nama ATEX 
masuk ke dalam sebuah grup IKA SALIS 99 pada media 
sosial LINE dan di dalam grup tersebut beranggotakan 
diantaranya Accung, Ucu, Nining, Asni, Dilla dan Pappi 
dimana tujuan grup pada media sosial LINE tersebut dibuat 
bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar anggota / teman-
teman alumni SALIS, namun demikian pada waktu dan 
tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa secara sadar 
dan tanpa hak menyampaikan / menulis kalimat atau berkata 
pada media sosial LINE tersebut yang ditujukan kepada 
ICHSAN YASIN LIMPO, S. H. ,M. H selaku Bupati Kab.  Gowa 
dengan kalimat / perkataan “saya setuju Gowa tidak inovatif, 
money oriented, power legacy, aaaarrrhhh…. 
Tenakabajikang, jai jai investor andak jadi proyekka”, yang 
kedua “kalau yang bilang Bupati Gowa bagus, kalau bukan 
keluarganya, antek-anteknya, paling orang suka ngisap / 
penjilat, puueehh serta beuuhhtelatkopiisudahmiku 
screenshot baru kuprint, besok kupajang di lobi Kantor Bupati, 
sakasi tag line Gowa diambang badai” sehingga kalimat 
terdakwa tersebut tersebar dan ICHSAN YASIN LIMPO, S. H. 
,M. H selaku Bupat Kab.  Gowa merasa keberatan karena 
menyangkut nama baiknya serta keluarganya dan 
kalimat/perkataan yang disampaikan atau disebarkan oleh 
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terdakwa tersebut tidak benar adanya kemudian ICHSAN 
YASIN LIMPO,S. H. ,M. H melaporkan kejadian tersebut 
kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai ketentuan 
hukum yang berlaku.  
- Bahwa berdasarkan dari keterangan ahli bahasa yaitu 
HASINA FAJRIN R. S. S,Mpd, arti atau makna yang 
terkandung dalam kalimat yang disampaikan/disebarkan 
terdakwa tersebut diatas ialah sebagai berikut: 
a. Saya setuju Gowa tidak inovatif berarti tidak bersifat 
pembaharuan, tidak berkreasi baru.  
b. Money oriented berarti berorientasi pada uang.  
c. Power legacy berarti warisan kekuasaan.  
d. Tenakabajikang adalah tidak ada kebaikan.  
e. Jai-jai investor andakjdiproyekka adalah banyak investor 
yang tidak jadi karena bupati tidak diberi bagian.  
f. Saing dia mami adalah berarti menunjuk Bupati saat ini.  
g. Kalau tidak untung buat Bupati proyek tidak jadi.  
h. Kalau yang bilang Bupati Gowa bagus, kalau bukan 
keluarganya, antek-anteknya, paling orang yang suka 
ngisap/penjilat, peuuhh serta beeuuh artinya hanya 
keluarga, antek dan orang yang suka mencari muka yang 
bilang Bupati Gowa bagus.  
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i. Antek disini dapat didefinisikan orang yang diperalat atau 
dijadikan pengikut orang lain.  
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan 
ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik; 
ATAU 
KEDUA: 
Bahwa terdakwa FADHLI RAHMAN, S. Sos Bin ABD.  RAHIM 
HANAPI, pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekitar pukul 14. 00 
Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 
2014, bertempat di Kantor Pemda Gowa di Jalan Masjid Raya kel.  
Sungguminasa Kec. SombaOpu Kab. Gowa atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan 
Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili 
perkaranya, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik 
seseorang dengan menunduhkan sesuatu hal, yang maksudnya 
terang supaya hal itu diketahui oleh umum, yang perbuatan tersebut 
dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: 
- Bahwa awalnya terdakwa dengan menggunakan nama ATEX 
masuk ke dalam sebuah grup IKA SALIS 99 pada media 
sosial LINE dan di dalam grup tersebut beranggotakan 
diantaranya Accung, Ucu, Nining, Asni, Dilla dan Pappi 
dimana tujuan grup pada media sosial LINE tersebut dibuat 
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bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar anggota/teman-
teman alumni SALIS, namun demikian pada waktu dan 
tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa secara sadar 
dan agar dapat dibaca atau diketahui umum (anggota dari 
grup SALIS 99 pada media sosial LINE) 
menyampaikan/menulis kalimat atau berkata pada media 
sosial LINE tersebut yang ditujukan kepada ICHSAN YASIN 
LIMPO,S. H. ,M. H selaku Bupati Kab.  Gowa dengan 
kalimat/perkataan “saya setuju Gowa tidak inovatif, money 
oriented, power legacy, aaaarrrhhh…. Tenakabajikang, jai jai 
investor andak jadi proyekka”, yang kedua “kalau yang bilang 
Bupati Gowa bagus, kalau bukan keluarganya, antek-
anteknya, paling orang suka ngisap / penjilat, puueehh serta 
beuuhhtelatkopiisudahmiku screenshot baru kuprint, besok 
kupajang di lobi Kantor Bupati, sakasi tag line Gowa 
diambang badai” sehingga kalimat terdakwa tersebut tersebar 
dan ICHSAN YASIN LIMPO, S. H. ,M. H selaku Bupati Kab.  
Gowa merasa keberatan karena menyangkut nama baiknya 
serta keluarganya dan kalimat/perkataan yang disampaikan 
atau disebarkan oleh terdakwa tersebut tidak benar adanya, 
kemudian ICHSAN YASIN LIMPO,S. H. ,M. H melaporkan 
kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses 
sesuai ketentuan hukum yang berlaku.  
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- Bahwa berdasarkan dari keterangan ahli bahasa yaitu 
HASINA FAJRIN, R. S. S,Mpd, arti atau makna yang 
terkandung dalam kalimat yang disampaikan/disebarkan 
terdakwa tersebut diatas ialah sebagai berikut: 
a. Saya setuju Gowa tidak inovatif berarti tidak bersifat 
pembaharuan, tidak berkreasi baru.  
b. Money oriented berarti berorientasi pada uang.  
c. Power legacy berarti warisan kekuasaan.  
d. Tenakabajikang adalah tidak ada kebaikan.  
e. Jai-jai investor andak jadi proyekka adalah banyak 
investor yang tidak jadi karena bupatinya tidak diberi 
bagian.  
f. Saing dia mami adalah menunjuk Bupati saat ini.  
g. Kalau tidak untung buat Bupati proyek tidak jadi.  
h. Kalau yang bilang Bupati Gowa bagus, kalau bukan 
keluarganya, antek-anteknya, paling orang yang suka 
ngisap/penjilat, peeuuhh serta beeuuh artinya hanya 
keluarga, antek dan orang yang suka mencari muka yang 
bilang Bupati Gowa bagus.  
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan 
ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP. 
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3. Tuntutan  Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka Jaksa Penuntut 
Umum dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik oleh 
terdakwa FADHLI RAHMAN, S. Sos Bin ABD.  RAHIM HANAPI, 
maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini 
untuk memutuskan: 
1) Menyatakan terdakwa Fadhli Rahman, S. Sos bersalah 
melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran 
nama baik sebagaimana dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 
27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik. 
2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Fadhli Rahman, 
S. Sos selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama 
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya 
terdakwa tetap ditahan.  
3) Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) budel 
transkrip percakapan media sosial Line dengan grup IKA SALIS 
99 dirampas untuk di musnahkan.  
4) Menetapkan agar terdakwa supaya dibebankan untuk membayar 
biaya perkara sebesar Rp.  2. 000,- (duaribu rupiah).  
 
4. Amar Putusan 
Memperhatikan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 
2008, Pasal (45) ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 
 
 
MENGADILI: 
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1. Menyatakan terdakwa FADHLI RAHMAN S. Sos BIN ABD.  
RAHIM HANAFI tersebut diatas, terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja 
dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang 
memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; 
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) bundel transkrip percakapan media sosial Line 
dengan grup Ika Salis 99 tetap terlampir dalam berkas perkara 
ini; 
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara 
sebesar Rp.  5.000,00 (lima ribu rupiah).  
5. Analisis Penulis 
Berdasarkan Putusan Nomor 324/Pid B/2014/PN.SGM, surat 
dakwaan yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam putusan 
Pengadilan Negeri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) 
KUHAP dan hukum pidana materiil sebagaimana didakwakan pada 
dakwaan primair yakni terdakwa melanggar Pasal 27 ayat (3) UU RI 
No.  11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 
yang telah sesuai dengan tujuan terdakwa dalam melakukan 
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perbuatan, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya 
informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki 
muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. dalam studi 
kasus ini Penulis berpendapat bahwa dakwaan dari jaksa 
penuntuttelah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (3) UU RI 
No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Penulis berpendapat penjatuhan sanksi pidana terhadap 
Fadhli Rahman S. Sos bin Abd. Rahim Hanafitelah tepat dan 
pantas dengan berbagai pertimbangan yang memberatkan dan 
meringankan pidana terdakwa, sehingga cukup untuk menimbulkan 
efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana pada 
khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya.sebagaimana 
fungsi pidana pada mestinya agar masyarakat pengguna social 
media lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan baik secara 
lisan maupun tulisan di dunia maya. Walaupun kebebasan 
berpendapat dimiliki oleh setiap warga yang dilindungi oleh Undang-
Undang akan tetapi kebebasan berpendapat itu memiliki norma yang 
mengatur sehingga setiap warga Negara dapat menyampaikan 
pendapat tepat pada tujuan dan sasarannya tanpa melanggar norma 
dan aturan yang berlaku di Negara ini.  
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B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap 
Putusan Nomor 324/Pid. B/2014/PN. Sgm 
Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman 
pada tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan nomor 
324/Pid. B/2014/PN.Sgm, majelis hakim memeriksa dan menjatuhkan 
hukuman berpedoman pada surat dakwaan. Hal-hal yang menjadi 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara 
Nomor 324/Pid.B/2014/PN.Sgm adalah: 
a. Majelis hakim mempertimbangkan surat dakwaan yang diajukan 
oleh Jaksa Penuntut Umum.  
b. Melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap nota 
pembelaan yang dibacakan di persidangan oleh Penasihat 
Hukum terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa tidak memiliki 
niat jahat atau mensrea saat mengetik percakapan di grup Line 
Ika Salis 99.  
c. Majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, yaitu 
PaharuddinWarella, HasniHamka, NininErdiningsih.  
d. Majelis hakim mempertimbangkan keterangan ahli yaitu 
HasinahFajrin R, S. S. , M. Pd yang memberikan keterangan 
dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Ahli berstatus 
PNS, peneliti pada Balai Provinsi Sulawesi Selatan, pendidikan 
Ahli adalah sarjana S1 bahasa dan sastra inggris, S2 adalah 
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sastra inggris dan ahli penutur bahasa melayu Makassar sebagai 
bahasa pertamanya atau bahasa ibu.  
e. Majelis hakim mempertimbangkan Terdakwa melalui penasehat 
hukumnya mengajukan saksi yang meringankan yaitu 
Muhammad Nasrum.  
f. Majelis hakim mempertimbangkan terdakwa melalui penasehat 
hukumnya mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang memberikan 
keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yaitu 
Donny B. U, S. T. ,M. Si. dan Drs. AlwyRachman. Dip. Tefl.  
g. Majelis hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan 
oleh Penuntut Umum yaitu berupa 1 (satu) bundel transkrip 
percakapan media sosial Line dengan grup Ika Salis 99.  
h. Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, terdakwa dan 
saksi-saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut 
merupakan barang bukti isi percakapan dalam grup Line Ika Salis 
99 yang dibahas dalam perkara ini.  
i. Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan alat bukti dan 
barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai 
berikut: 
1. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 6 Mei 2014 Terdakwa telah 
menuliskan percakapan di Grup Line Ika Salis 99 yaitu: 
Pukul 14.08 wita: 
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“saya setuju Gowa tidak inovatif, money oriented, power 
legacy,aarrgghhtenakabajikang, jai-jaimi investor nda jadi 
invest kandadikasiki bagian bupatina, saing dia mami, 
kalonda ada untungna buat dia nda jadi proyekka” 
Pukul 14.10 wita: 
“kalo ada yang bilang bupati Gowa bagus, kalo bukan 
keluarganya, antek-anteknya paling orang yang suka 
ngisap/penjlat, pueeeh”; 
2. Bahwa kata-kata yang dituliskan oleh Terdakwa tersebut 
mengakibatkan Bupati Gowa IchsanYasinLimpo keberatan 
dan pada tanggal 20 Mei 2014 Bupati Gowa memanggil saksi 
PaharuddinWarella untuk menyerahkan surat pengaduan 
kepada Kapolres Gowa yang isinya adalah Bupati Gowa 
keberatan dengan isi percakapan yang ditulis oleh Terdakwa 
di grup Ika Salis 99 tersebut; 
3. Bahwa grup Line Ika Salis 99 dibentuk oleh saksi M. Nasrum 
dan sejak di bentuk anggotanya adalah 7 (Tujuh) orang yaitu 
M. Nasrum, FahmiRamli, Fadli Rahim (terdakwa), Uchu 
Smile, NininErdiningsih, HasniHamka dan Farahdilla yang 
berisikan alumni SMA 159 (satu lima sembilan) 
Sungguminasa Kabupaten Gowa; 
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4. Bahwa sebelum terdakwa menuliskan kata-kata tersebut 
maka percakapan grup adalah membanding-bandingkan 
daerah lain dengan daerah Gowa; 
5. Bahwa pada pukul 12. 45 Uchu Smile menulis di grup bahwa 
“bupati Gowa banyak korupsina dan kurang pergaulanna” 
kemudian pada pukul 12. 45 Fahmi yang menulis dibawahnya 
:auu betulkah itu paklek”; 
6. Bahwa setelah pukul 12. 45 saksi M. Nasrum menulis 
“aiballassibosnyaPaklek” dan pada pukul 12. 49 Uchu Smile 
mengirimkan gambar kartun dan kemudian dibawah gambar 
yang dikirim oleh Uchu Smile adalah kata-kata yang ditulis 
terdakwa pada pukul 14. 08; 
7. Bahwa pada pukul 14. 22 terdakwa menuliskan 
“beughtelatkoppisudahmiku screen shoot baru ku print, besok 
kupajang di lobi kantor Bupati, sakasi tag line Gowa diambang 
badai”; 
8. Bahwa saat menuliskan percakapan tersebut, terdakwa 
sedang berdinas luar bersama dengan Kepala Dinas 
Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Gowa kemudian 
Kepala Dinas menelpon terdakwa untuk menemuinya di 
rumah jabatan bupati karena ia dipanggil oleh Bupati Gowa; 
9. Bahwa setelah tiba di Rumah Jabatan Bupati, terdakwa 
menunggu sekitar kurang lebih setengah jam, kemudian 
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terdakwa didatangi Kepala Dinas Parawisata dan dimintai 
kedua handphonenya lalu handphone tersebut dibawa ke 
dalam rumah jabatan kemudian kepala dinas keluar dan 
menanyakan kepada terdakwa “apa yang sudah kau bilang 
kepada bupati”; 
10. Bahwa kemudian terdakwa melihat Kepala Dinas PU dan 
Kepala Bagian Umum datang ke rumah jabatan bupati, 
kemudian Kepala Dinas PU mendatangi terdakwa dan 
memerintahkannya untuk membuka kata sandi handphone 
android terdakwa sehingga terdakwa membuka kata sandi 
awal handphonenya kemudian memberikan kepada Kepala 
Dinas PU, dan kemudian setengah jam kemudian Kadis PU 
kembali datang dan memerintahkan terdakwa untuk 
membuka kata sandi grup Linenya; 
11. Bahwa kemudian terdakwa membuka kata sandi aplikasi 
Linenya kemudian terdakwa menghapus percakapannya di 
grup Line Ika Salis 99 kemudian memberikan handphonenya 
kepada Kadis PU; 
12. Bahwa setelah itu terdakwa menelpon saksi M. Nasrum dan 
bertanya kepada M. Nasrum :mengapa ia dipanggil oleh 
bupati”, bahwa pertanyaan saksi di jawab oleh saksi M. 
Nasrum bahwa ia tidak mengetahui mengapa terdakwa di 
panggil oleh Bupati Gowa; 
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13. Bahwa Kepala Bagian Umum keluar dan menyerahkan 
handphone milik terdakwa kemudian terdakwa bertanya 
apakah ada sesuatu dengan handphone saya kemudian di 
jawab oleh Kabag Umum tidak ada apa-apa lalu Kadis 
Pariwisata mengajak terdakwa pulang; 
14. Bahwa kemudian diperjalanan, Kadis Pariwisata dipanggil 
kembali ke rumah jabatan sehingga Kadis dan terdakwa 
kembali kesana dan saat menunggu diparkiran terdakwa 
melihat saksi Hasni keluar dari rumah jabatan bupati sehingga 
terdakwa mencurigai bahwa percakapan di grup Line telah 
diketahui oleh bupati kemudian terdakwa mengirimkan SMS 
kepada saksi M. Nasrum yaitu “mintolka hubungi teman-
teman yang lain buat delete conversation kecuali Hasni 
karena dia yang jual ka”; 
15. Bahwa sore hari tanggal 6 Mei 2014, saksi Hasni dipanggil 
oleh Bupati Gowa dan diminta untuk memperlihatkan 
percakapan Grup Line Ika Salis 99 sehingga saksi Hasni 
memberikan handphone miliknya kemudian Bupati Gowa 
membaca isi percakapan di Grup Ika Salis 99 lalu Bupati 
Gowa menyerahkan kembali handphone milik Hasni 
kemudian saksi Hasni disuruh pulang ke rumah; 
16. Bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa dan atas 
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kejadian ini terdakwa telah diperiksa di Inspektorat Kabupaten 
Gowa; 
17.  Bahwa terdakwa mendapatkan sanski akibat pelanggaran 
disiplin berat berupa penurunan pangkat dari Gol.  III/b ke Gol.  
III/a.  
I. Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta 
hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya.  
J. Terdakwa didakwa  dengan dakwaan alternatif, maka Majelis 
Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang 
dikonstruksikan dalam Pasal 27 ayat 3 UU No.  11 tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya 
adalah: 
- Setiap orang; 
- Dengan sengaja dan tanpa hak; 
- Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 
penemaran nama baik 
Dari hasil penelitian dan wawancara Penulis dengan hakim yang 
menangani kasus tersebut bahwa dalam penjatuhan hukuman bagi 
terdakwa terbukti dan mencocoki semua unsur-unsur dalam 
ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang 
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Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “Setiap orang dengan 
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 
dan/atau membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau 
dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 
penemaran nama baik”.  
Dalam perkara ini Majelis Hakim yang mengadili mengupas 
perkara berdasarkan 3 (tiga)  perspektif hukum yaitu hukum Agama 
Islam (agama dari terdakwa), hukum Adat Suku Bugis Makassar 
(suku dari terdakwa) dan hukum positif negara. 
Penggunaan beberapa perspektif hukum dalam perkara ini agar 
seluruh pihak paham dalam penjatuhan sanksi pidana pada 
terdakwa Fadhli Rahman S. Sos bin Abd.  Rahim Hanafidan 
seluruh masyarakat pengguna sosial media. 
Adapun pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana 
yaitu dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan terdakwa. 
a. Keadaan yang memberatkan: 
1. Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang 
seharusnya mampu bersikap santun dan menjadi suri teladan 
bagi orang-orang disekitarnya 
2. Bupati belum memaafkan perbuatan terdakwa (belum ada 
perdamaian dengan Bupati Gowa) 
b. Keadaan yang meringankan: 
1. Terdakwa tulang punggung keluarga 
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2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan 
3. Terdakwa belum pernah dihukum 
Hal yang Penulis garis bawahi dari pandangan Majelis Hakim 
yang mengadili yaitu tidak adanya kesepakatan damai yang terjadi 
antar terdakwa dengan si Pelapor dalam hal ini Bupati Kabupaten 
Gowa sehingga perlunya perhatian dan tindakan lebih terhadap 
perkara ini karena melibatkan pejabat negara sebagai korban. 
Berdasarkan pertimbangan hukum Hakim, Penulis 
mempertanyakan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini 
tentang Hak kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh setiap Warga 
Negara Indonesia dalam hal ini Fadhli Rahman S. Sos bin Abd.  
Rahim Hanafisebagai pengguna sosial media. Majelis Hakim 
berpendapat bahwa benar setiap Warga Negara Indonesia memiliki 
hak dalam menyampaikan pendapat, akan tetapi dalam menyatakan 
pendapat, kritik dan saran kepada pemerintah dalam hal ini pejabat 
pemerntah perlu diperhatikan norma dan aturan yang berlakukarena 
di Undang-Undang sudah jelas mengatur bahwa setiap pendapat, 
kritik dan saran yang disampaikan tidak boleh mengandung unsur-
unsur penghinaan. 
Berdasarkan penjelasan dari Majelis Hakim, Penulis berpendapat 
bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penjatuhan 
pidana terhadap terdakwa Fadhli Rahman S. Sos bin Abd.  Rahim 
Hanafisudah tepat karena memberikan peringatan kepada terdakwa 
dan seluruh masyarakat Indonesia khususnya pengguna sosial 
media internet agar lebih berhati hati dalam bersikap baik dalam lisan 
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maupun secara tulisan di media massa salah satunya di medial 
sosial internet.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka 
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Surat dakwaan yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam 
Putusan Pengadilan Negeri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 
143 ayat (2) KUHAP dan hukum pidana materiil sebagaimana 
didakwakan pada dakwaan primair yakni terdakwa melanggar 
Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik yaitu setiap orang dengan sengaja dan 
tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik, dan dinyatakan terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana pencemaran nama baikPasal 27 ayat 
(3) UU RI No.  11 tahun 2008 dengan pidana penjara selama 8 
(delapan) bulan.  
2. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara Putusan 
Nomor324/Pid. B/2014/PN. Sgm. berdasarkan fakta dalam 
persidangan yang timbul, selanjutnya majelis hakim 
membuktikan pertimbangan yuridis yang diajukan oleh Jaksa 
Penuntut Umum denganmengupas perkara berdasarkan 3 
perspektif hukum yaitu Hukum Agama Islam (agama dari 
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terdakwa), Hukum Adat Suku Bugis Makassar (suku dari 
terdakwa) dan Hukum positif negara agar seluruh pihak paham 
dalam penjatuhan sanksi pidana pada perkara ini dan 
menyatakan dakwaan primair yakni Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 
11 tahun 2008 terpenuhi unsure tindak pidananya. Dengan ini 
Majelis Hakim setelah mendapatkan lebih dari 2 (dua) alat bukti 
dari Jaksa Penuntut Umum dengan penuh keyakinan maka 
Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) 
bulan. 
B. Saran 
Berdasarkan tinjauan teori yang diperoleh di lapangan 
mengenaiputusan Pengadilan Negeri Nomor 
324/Pid.B/2014/PN.Sgm maka Penulis mengemukakan beberapa 
saran sebagai berikut: 
1. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak 
hukum agar setiap pelaku tindak pidana sekiranya ditindak 
dengan adil dan tegas sehingga penjatuhan sanksinya 
sepadan dan mencapai filosofi hukum (mengembalikan 
seperti semula).  
2. Dalam penyusunan kebijakan dalam rangka mengatur 
tindak pidana pencemaran nama baik yangdiatur dalam 
UU RI No.  11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik perlu adanya perbaikan atau revisi agar adanya 
keseimbangan hukum dan keadilan bagi seluruh lapisan 
masyarakat dalam penggunaan media massa khususnya 
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media sosial internet yang berkembang pesat di era 
modern ini.  
3. Setiap warga Negara memiliki hak dan kebebasan dalam 
berpendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhan 
terhadap kinerja pemerintahan.  Dengan adanya UU RI 
No.  11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik seakan membatasi kebebasan masyarakat 
dalam menyampaikan pendapat, kritik dan saran karena 
ada beberapa pasal yang kerap disalahgunakan oleh 
aparat pemerintah untuk menjerat warga Negara dalam 
menyampaikan pendapat.  Oleh sebab itu perlu di kaji 
ulang UU Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik agar masyarakat dapat mendapatkan keadilan 
dalam menyampaikan pendapat, kritik dan saran.  
.  
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